CASCADING KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI

SASARAN
KABUPATEN

TERWUJUDNYA INTEGRITAS PERENCANAAN DAN PENGGANGARAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK

INDIKATOR
SASARAN

Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

!

SASARAN
OPD

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SATPOL.PP DAN DAMKAR

INDIKATOR
SASARAN

Nilai Sakip Satpol.PP dan Damkar

v

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /
KOTA

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
SASARAN

Terpenuhinya system pelaporan kinerja, keuangan, Pelayananan kesekretariatan
serta Sarana dan prasarana;

perangkat daerah

1.  Per T

Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat
baik;

KEGIATAN

SASARAN
KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
SUB KEG.

3. Per penurunan berdasarkan LHP
|

Perencanaan, Administrasi Administrasi Umum
Penganggara __ |Keuangan i Perangkat Daerah
ndan _ Perangkat _ 2 Penyediaan Jasa Penunjang
IBeelles] Dl Urusan Pemerintahan
Kinerja ) -

Tersusunya Pemeliharaan Barang Milik
Perangkat 3] .
N i Laporan Daerah Penunjang Urusan
Tersusunya Keuangan Pemerintahan Daerah
Dokumen Persentase Tersedianya Sarana dan
Perencanaan penyusunan Prasarana Perkantoran
Tersusunya &Olzurf::ﬂ Persentase }?emenuhan
Dokumen KSuan - 1, administrasi Umum
Perencanaan g Perangkat Daerah

tepat waktu

Persentase pemenuhan

Penyusunan Penyediaan kebutuhan jasa penunjang
Dokumen Gaji dan 2. urusan pemerintahan
Perencanaan > Tunjangan perangkat daerah
Perangkat ASN
Daerah Jumlah ASN Persentase Barang milik

yang daerah penunjang urusan

. 3. .

Jumlah menerima pemerintah daerah dalam
Dokumen Gaji dan kondisi baik
Perencanaa Tunjangan
Perangkat ASN
Daerah yan,
disusuny s —> |Penyelenggaraan Rapat

Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausaha Jumlah pelaksanaan rapat

an dan“ koordinasi dan konsultasi dalam

Pengujian / dan keluar daerah

Verifikasi

3 Keuangan
SKPD —>» |Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah Sumber Daya Air dan Listrik

L>

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK

Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik

BERKURANGNYA GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

!

Persentase Gangguan K3 yang Tertangani

TERPELIHARANYA KEAMANAN,
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (
Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan

!

!

TERLINDUNGINYA MASYARAKAT DARI
GANGGUAN BAHAYA KEBAKARAN

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time rate)
daerah Wilayah Manajemen Kebakaran)

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Gangguan Trantibum yang

Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang
" tertangani

dapat diselesaikan |

v

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya
kebakaran.

Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Cak Pel: R, Keabakaran

P 1y
Kabupaten/ Kota

Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/

. Kota dan Praturan Bupati / Wali Kota

N

Pencegahan Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah;

[N

Terpenuhinya peningkatan kapsitas
2 sumber daya aparatur Satpol PP dan
| Damkar

Terlindunginya masyarakat dari gangguan
bahaya kebakaran.

Persentase WN yg memperoleh layanan akibat
Bencana Kebakaran

Persentase Gangguan Trantibum yang
1 dapat diselesaikan

Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang
tertangani

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
Dalam Daeerah Kabuapaten Kota

Jumlah laporan kejadian korban bencana
kebakaran

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan
Patroli Pengamanan dan Pengawalan

Jumlah Non ASN Satpol.PP dan Damkar yang
menerima Jasa Tunjangan Khusus

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan danPenanganan Gangguan
Ketentraman dan ketertiban Umum

Jumlah laporan Kerja Sama dan kemitraan
dalam teknik pencegahan dan penanganan K3

Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan
Peraturan Bupati /Wali Kota




Laporan jumlah daya, volume, jasa
Keuangan komunikasi yang dibayarkan

Jumlah warga negara yang terdampak atas
penanganan Perda dan Perbub

bulanan SP]

> Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Non PNS yang
disediakan premi Asuransi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
LS Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas operasional yang
disediakan jasa pemeliharaan
dan perizinan







